Menimbang:

Mengingat:

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ '5 /KUM/2021

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

BERBASIS RISIKO TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kelancaran
pelaksanaan pengawasan fungsional atas pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Banjarbaru
Tahun Anggaran 2021;

. bahwa seiring dengan peningkatan Level Kapabilitas APIP

Inspektorat Kota Banjarbaru ke level 3 maka dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawasan  perlu
menerapkan PKPT berbasis risiko;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan
Berbasis Risiko Tahun 2021;

.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3822);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :
KESATU :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan  Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2020

Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perngkat Daerah Kota
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor
37);

6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru (Berita
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016, Nomor 56);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2020 Nomor 8);

8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Program Kerja
Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Banjarbaru Tahun
2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan oleh
Inspektorat Kota Banjarbaru dalam rangka pengawaasan
tahunan.

Inspektorat Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan PKPT sesuai dengan norma pemeriksaan;

b. melaksanakan monitoring terhadap program pembangunan
yang tidak tercakup pada PKPT;

c. melaksanakan  penelitian/  klarifikasi/  pemeriksaan
kebenaran pegaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kota Banjarbaru
wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Walikota
Banjarbaru.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Inspektorat Kota
Banjarbaru.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru,
pada Tanggal 14 Dopory 2021

WALI KPTA BANJARBARU

DARMAWAN JAYA SETIAWAN



Lampiran : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor :188.45/17 /KUM/2021
Tanggal : |\ “yypyang 2021

KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2021
A. PENDAHULUAN

Inspektorat Kota Banjarbaru adalah Lembaga Teknis dalam lingkup
Pemerintahan Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dan Peraturan Walikota
Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru, mempunyai
kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah tugas pokok membantu Wali kota mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintah dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan Pemerintah
Dearah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Inspektorat Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Walikota;

. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintahan Daerah;

. Pengkoordinasian kegiatan pengawasan;

. Fasilitasi kegiatan pengawaan lintas sektor;

. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan Pemerintah
Daerah; dan

8. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Berkenaan dengan tugas Inspektorat Kota Banjarbaru yaitu
perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan, maka untuk mewujudkan disusun Program Kerja
Pengawasan Tahunan Tahun 2021, (PKPT) guna menjadi pedoman/
panduan dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama 1 (satu) tahun

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

=] U A WD

Ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota

Banjarbaru Tahun 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk
memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
Kota Banjarbaru telah sesuai ketentuan;

2. Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
Kota Banjarbaru, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan
keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi
Pemerintah Kota Banjarbaru;

3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
Kota Banjarbaru, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Banjarbaru, reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kota
Banjarbaru dan kegiatan reviu lainnya;

4. Monitoring dan Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah Kota Banjarbaru, seperti evaluasi atas Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



1.

Pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan APIP maupun BPK;

dan

Pengawasan intern lainnya (jasa Advis)] yang berupa asistensi,
sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah Kota Banjarbaru.

C. SASARAN PENGAWASAN

Pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru

dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru

Tahun 2020 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko

tinngi.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu:

a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan
masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak
pidana korupsi; dan

b. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran
kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak
hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/
Daerah.

Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat

daerah, meliputi:

a. Kinerja Rutin Pengawasan

1)

2)

3)
4
9)
6)
7)

8)
9)

1)
2)

3)
4)

Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota

Banjarbaru Tahun 2022-2025 dan Reviu Rencana Strategis

(Renstra) SKPD Tahun 2022-2025.

Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran

daerah tahunan yang meliputi:

e Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banjarbaru Tahun 2022 dan Perubahan 2021;

* Reviu Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2022;

e Reviu Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022 dan Perubahan 2021;

e Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2022 dan
Perubahan 2021.

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kota Banjarbaru Tahun 2020;

Reviu Laporan Kinerja Kota Banjarbaru dan Laporan Kinerja

SKPD Tahun 2020;

Reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

(LPPD) Kota Banjarbaru Tahun 2020;

Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik;

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas; dan

Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat

pengawas internal pemerintah.

. Pengawasan Prioritas Nasional

operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;

evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender
(responsive gender);

pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah (BOS);
pengawalan Reformasi Birokrasi yang meliputi:



e penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
e asistensi pembangunan reformasi birokrasi pada area
penguatan pengawasan yang meliputi:
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
- Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara
negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- Penilaian internal zona integritas;
- Penanganan benturan kepentingan;
- Penanganan laporan pengaduan (whistle blower system);
dan
- Penanganan pengaduan masyarakat.
5) asistensi Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19);
6) penegakkan Integritas
e dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas; dan
 monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi.
7) peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
e penerapan Manajemen Risiko;
perencanaan pengawasan berbasis risiko;
audit kinerja;
audit investigasi;
pemeriksaan DAK Fisik;
e pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan
Auditor; dan
 pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

c. Pemberian Jasa Konsultasi dan Jasa Narasumber terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru.

D. OBJEK PENGAWASAN

Dengan memperhatikan tumpang tindih pengawasan dengan pihak
eksternal terkait penanganan epidemi Covid-19, beberapa skpd terkait
dikecualikan yaitu Rumah Sakit Daerah Idaman, Dinas Kesehatan, Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan
Tenaga Kerja, Dinas Sosial; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Akan tetapi, pengawasan mandatori tetap dilaksanakan atas skpd
tersebut, seperti reviu rka, reviu laporan kinerja, evaluasi SAKIP.

Sehingga vyang menjadi objek pengawasan Inspektorat Kota
Banjarbaru Tahun 2021 sebanyak 54 (lima puluh empat) objek
pengawasan dengan rincian sebagai berikut.

No. Uraian Keterangan
1 | Sekretariat Daerah 1 Objek
2 | Sekretariat DPRD 1 Objek
3 | Dinas 12 Objek
4 | Badan 4 Objek
5 | Kantor Kecamatan S5 Objek
6 | Satuan 1 Objek
7 | Sekolah 30 Objek

Total 54 Objek




E. PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

APIP yang terlibat dalam pengawasan tahun 2021 yaitu sebagai
berikut.

No. Uraian Keterangan
1 Inspektur : | 1 Orang
2 Sekretaris : | 1 Orang
3 Inspektur Pembantu Wilayah : | 3 Orang
4 Kepala Sub Bagian : | 2 Orang
5 Auditor : | 19 Orang
6 Auditor Kepegawaian : | 3 Orang
7 PPUPD : | 21 Orang
8 Fungsional Umum | : | 10 Orang
Total 60 Orang

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan, jumlah anggaran
yvang dialokasikan yaitu sebesar Rp2.832.435.500,00 dengan rincian
sebagai berikut.

Nama Jumlah Anggaran

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.049.296.000
Sub Kegiatan Pe Kinerja Pe i

u egia ngawasan erja merintah 482.900.000
Daerah
Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah 182.800.000
Daerah
Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil 383.596.000
Pemeriksaan APIP

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian

1.087.390.500

Neasia/Daevali 61.677.000
Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.025.713.500
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 695.749.000
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,
dan Penilaian Reformasi Birokrasi L7 S8 T.000
Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan 333.176.000
Korupsi
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan

g . 3 .726.000
Verifikasi Penegakan Integritas 520

Total 2.832.435.500

F. Laporan Hasil Pemeriksaan

Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
atas tiap-tiap jenis kegiatan Selain itu juga akan dibuat Ikhtisar Hasil
Pengawasan Semesteran (IHPS) yang merupakan rangkuman atas
pengawasan yang telah dilakukan tiap semester. Baik LHP maupun IHPS
akan disampaikan ke Walikota sebagai hasil pengawasan.



G. Penutup

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat
Kota Banjarbaru Tahun 2021 untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi unsur pengawas Kota Banjarbaru.

WALI A BANJARBARU,

DARMAWAN JAYA SETIAWAN



